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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142
avat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Ewvaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
Tahun 2019;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten  di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur ([Berita Negara
Eepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat [I
Surabava dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyvakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 MNomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembanpgunan  Nasional
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 5601});
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578|;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Ewvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penvusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 HNomor 21, Tambahan Lembaran Negarma
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594 3);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan [Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
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16.

17.

18.

19.

20.

41.

22,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310j;

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Ewvaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Ewvaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Hencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Nepara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019 ([Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6
Tahun 2008 tentang FRencana Pembangunan
Jangka Panjang [(RPJP) Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005-2025 [Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

Peraturan Daerah RKabupaten Malang Nomor 7
Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 4/E);

Peraturan Daerah Kabupaien Malang Nomor 3
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2010 Nomor 2/ E);
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Menetapkan

23.

24,

25.

26,

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 [Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11
Seri DJ;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C}, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016
Nomor 1 Seri C);

Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Rabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri C;
Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017
tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pemerintah  Daerah
Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 11 Seri Dj:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MALANG TAHUN 2019
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Malang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Malang.

Bupati adalah Bupati Malang.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yvang tepat, melalui urutan
pilihan dengan memperhitungkan Sumber Dava
yvang tersedia,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah vang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 [satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnva
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
[satu) tahun,

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan
vang diinginkan pada akhir periode perencanaan
pembangunan Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenal upaya-upava
vang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesasikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
daerah/Perangkat Daerah vang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus
penyelenggaraan Pemnerintah Daerah vang
dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai
sasaran RPJMD.

Programn adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan Sumber Dava
vang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesual dengan tugas dan fungsi.

Musvawarah perencanaan peéembangunan vang
selanjutnyva disingkat Musrenbang adalah forum
antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan Daerah.
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BABII
RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2019
merupakan dokumen perencanaan pembangunan
Daerah dalam jangka waktu 1 [satu} tahun yang dimulai
pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal
31 Desember 2019,

Pasal 3

[l}] Hencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi
program, kegiatan dan pagu indikatf Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Malang.

(2) Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten
Malang sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan

BAB 1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu

BAR Iil Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Hencana Kerja dan  Pendanaan
Perangkat Daerah

BAB V Penutup

(3] Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Malang wajib melaksanakan
Eencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang,
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BAB 11l
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinva, memernntahkan
pengundangan Peraturan Bupati  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 3| DeSEMBER. 2018

Diundangkan di Kepanjen
Pada tanggal 3/ PeicMBER 5018

Tahun 2018 Nomor yySeri [
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR @< TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan rencana kerja
bersifat tehunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan
pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana
Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana
Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan Pembangunan
Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengen Undang-Undang Nomor 9% Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Dacrah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, den Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga dalam pelaksanaan
program,/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan
yang telah disusun.
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Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program
dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Dszerah dalam
satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang merjadi
tujuan, sesaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta
bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan
Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang #APerubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan
daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan
pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan vang baik
(Goed Governance] yaitu penyelenggaraan pemerintahan vang efektif,
efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan
jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara pemerintahan dan masvarakat. Perencanaan
tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kera adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 {satu) tahun.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Ewvaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah vang pelaksanaannva diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Ewvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijaksn, program
dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

Proses penyvusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai dilakukan setelah surat Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal
3 Agustus 2018 Nomor: 050/5072/35,07.202/2018 Perihal Penyusunan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2019,
kemudian Dinas: Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Felayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019, yang bertugas menyusun
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Rancangan Hencana Herja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 sebagai bahan penyusunan Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, Dengan mengacu
Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2019 dan
Keputusan Kepala Dinas Penanamsn Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Fintu Kabupaten Malang Nomor: 188.4/4367 /KEP/35.07.122/2017
tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun
2016-2021, Adgpun dalam penyusunan Rencana Heda‘_ maka ada
beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan
kegiatan, pendanaan indikatif,

Selanjutnva Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 ini akan menjadi bahan
penyusunan Rencana Kerja Anggaran' dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan
program dan kegiatan selama Tahun 2019 dan selanjutnya akan
dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan
PENYyETAPAT ANgEATAT.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan
vang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan
penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan
masukan penyvusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangke Menengah
Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah.
Selanjuinya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
disahkan maka menjadi acuan penyvusunan Rencana Strategis Perangkat
Daersh. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan  scbagai
pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Keria Pemerintah
Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Angpgaran serta Prioritas dan Flafon Anggaran Sementara, dalam rangka
penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas
Penanaman Meodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun
Eencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Kerja merupakan
penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja
sebagali bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Perangkat Daerah, wang selanjuinya menjadi acuan penyusunan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga
mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan,
Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat.

EETERKAITAN ANTAR DOEUMEN PERENCANAAN

- AFED
Rencana DA
Kerja PD PD

Penyusunan Rancangan Rencana Herja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 mengacu pada Rencana
Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2016-2021, vang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati
Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021,
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Sesual dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam mendukung Misi
ke-2 Bupau Malang vaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi
demi tata kelola pemerintahan vang bersih, efektif, akuntabel dan
demokratis berbasis teknologi informasi dan Misi ke-3 vaitu Melakukan
pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi guna
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu berpedoman pada:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

1. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme
Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan
Pembangunan Nasional,

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; |

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10, Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
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13.

14,

15.

16.

1.

18,

19

20.

21.

B

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentarg Tata Cara

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan:
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPF] Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Eencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,;

24, Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme

Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
26, Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, .

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang adalah sebagai pedoman
dan arah kebijakan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran
dan tujuan pembangunan serta pedoman dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu selama Tahun 2019.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan
sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Memperlancar tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unsur pendukung Pemerintah
Kabupaten Malang di bidang penanaman modal sehingga dapat
menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib
dan disiplin, sesual dengan sarana dan prasarana yang tersedia;

3. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun mendatang.



Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
2.1 Ewvaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan
Capalan Rencana Strategis
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.4 Review terhadap Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGEKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebjjakan Nasional
3.2 Tyjuan dan Sasaran Rencana Kerja
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BABYV PENUTUP



BAB IT
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana HKerja Tahun 2017 Dan Capaian
Renstra Analisis Kinerja Pelayanan Pintu

Capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan Lkegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun
anggaran 2017, yang telah disinkronisasikan dengan visi, misi, tujuan
dan sasaran strategisnya.

Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayvanan Terpadu
Satu Pintu sesuai dengan Tugas Pokoknya adalah :

1. melaksanakan wurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal;

2. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan
administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, maka indikator
kinerja DPMPTSP adalah :

Peningkatan jumlah investor;

Persentase pertumbuhan Nilai Investasi;

Capaian Nilai SKM;

e

Persentase penyelesalan izin yang diterbitkan.

Capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :
Untuk Indikator Persentase peningkatan jumlah investor baru, yang
dicapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berkut :

- HKegiatan Pengembangan Potensi Unggulan
- Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi;
- Penyelenggaraan Pameran Investasi;
- Memfasiitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi;
Jumlah PMA pada tahun 2016 sebanyak 20 perusahaan. Pada tahun
2017 mengalami perubahan jumlah PMA disebabkan adanya 7 (tujuh)
PMA yang tidak beroperasi/berubah status menjadi PMDN antara lain :
- PT. Pancom Internasional (tidak beroperasi); .
- PT. Kunyun Gravure Industries Indonesia (pindah ke Mojokerto);
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- PT. Valor Indonesia (Tidak beroperasi);

- PT. Agromitra Alementare (berubah status menjadi PMDN);

- PT. Austasia Food (Tidak beroperasi);

- PT. Madusari Murni Indah (berubah status menjadi PMDN);

- PT. Kencana Tiara Gemilang (berubah Status menjadi PMDN].
Selanjutnya, PMA baru sebanyak 11 (sebelas) perusahaan, antara lain :
. Mulia Usaha Bersama;

Green Grow;

Trisakti Purwosari Makmur;
. Santosa Abadi Makmur;

. Bintang Pesona Jagad;

. Asia Seed Indo:

. Bransend Coorporation;
. Metahelix Lifesciences Ind;
Dwi Prima sentosa;
- . Hitay Renewable Energy:
. Sunrei Food Produet,
Sehingga total jumlah PMA pada tahun 2017 menjadi 24 (dua puluh
empat) perusahaan.
Adapun Pertambahan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang baru,
sebanyak 5 (lima) perusahaan, yaitu :

- PT. Agromitra Alementare

- PT. Madusari Murni Indah

- PT. Kencana Tiara Gemilang;

Sariguna Primatirta, Thig

3333333334383

PT. Indonesian Marine Factory
Calon investor yang difasilitasi pada Tahun 2017 sebanyak 4 (empat)
calon investor yaitu;

1. AKA SINERGI GROUP melalui anak perusahaannya PT. KAWASAN
HIJAU INDUSTEl di Jl. Latuharbary No.16-17 Menteng Jakarta
Pusat terkait fasilitasi rencana penanaman modal dalam melakukan
investasi pembangunan kawasan industri terpadu di Kecamatan
Jabung Kabupaten Malang

2 PT. INDONUSA ALGAEMAS PRIMA vang beralamat di

Jl. Balekambang Nomor 99 Singosati Malang terkait fasilitasi
penanaman modal untuk penerbitan Surat Rekomendasi
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Nonperizinan sebagai dasar bagi penanggung jawab kegiatan dalam
perluasan usaha;

3. PT. BINTANG MANDIRI SEJAHTERA INDONESIA J1 Raya Panjang
Jiwo Ruke Panjang Jiwo Permai Bl A/11, Tenggilis Surabaya terkait
fasilitasi rencana penanaman modal untuk pembangunan kawasan
industri budidaya singkong di Kabupaten Malang,

4. PT. ASIA SEED Indonesia beralamat di Jl. Yos Sudarso Bedali
Lawang bidang usaha pertanian dengan Nomeor ljin 4167/1/P-
PB/PMA/2016 terkait fasilitasi penanaman modal dalam hal
perizinan penanaman modal.

Untuk indikator persentase pertumbuhan Nilai Investasi, dicapai melalui
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal
dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;

P&njng;ka.t&n kegiatan Pemantauan, Pembinasan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal;

- Pengembangan System Informasi Penanaman Modal.

Berdasarkan formula pengukuran nilai investasi, dimana nilai investasi
pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.989.660,989.490,- dan nilai investasi
pada tahun 2017 sebesar Rp. 28.018.355.000.253,- sehingpa diperoleh
peningkatan nilai investasi sebesar 300,85%. »

‘Hal ini disebabkan karena :

Investasi yang tercatat pada tahun 2016, Kantor Penanaman Modal
adalah investasi PMA dan PMDN fasilitasi. Setelah menjadi DFMFTSP,
nilai investasi pada PMDN Non Fasilitasi juga didata. Sehingga terjadi
penambahan yang cukup tinggi;

Adanya penambahan PMDN Non fasilitasi skala besar, menengah dan
kecil yvang belum terakomodir sebanyak 7.496 perusahaan;

Adanya kapasitas pembelian impor mesin serta barang dan bahan
untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka
penanaman modal;

Adanya perluasan dan perubahan proyek vang dilakukan oleh PMA
dan PMDN yang menambah nilai investasi, PMA mengalami
penurunan sebesar Rp. 65.115.330.166,- sedangkan PMDN mengalami
kenaikan sebesar Rp. 16.043.642.702.019,-

Adanya perubahan investas: baru pada PMA dan PMDN dengan nilai
investasi PMA sebesar Rp. 1.075.168.667.353,- dan PMDN sebesar
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Rp. 404.364.654.230,- sehingga total penambahan investasi baru
sebanvak Rp. 1.479.533.321.583,-

Indikator Capaian Nilai SKM, dipercleh melalui pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai SKM yang

diperoleh adalah sebesar 89,93,

Untuk Indikator Persentase penyelesaian izin yang diterbitkan, dicapai

melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pengawasan dan Pengendalian teknis

- Sosialisasi Standar Operasional Pelayanan Perizinan kepada
Masvarakat;

Diperoleh capaian sebesar : 90,9%. Dibandingkan dengan capaian pada

tahun 2016, mengalami penurunan sebesar 5,6.

Hal ini disebabkan karena :

- Perubahan Nomenklatur OFD, sehingga perlu dilakukan perubahan
sertifikat. Blankeo sertifikat baru selesal pada pertengahan bulan
pebruari Tahun 2017,

- Adanya perubahan peraturan tentang pelayanan perizinan, dalam
kaitannya dengan perubahan nomenklatur OFD;

- Kurangnya SDM yang memadai;

- Terdapat 4 (empat) izin yang kewenangannya dialihken ke provinsi,
yaitu izin Juru Bor, [zin Perusahaan Pengeboran Air Tanah, lzin Usaha
Penangkapan Tkan Untuk Kapal Berukuran di Bawah 5 GT dan lzin
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

- DPMPTSP 'r.:relum memiliki Tim Teknis sendiri, sehingga dalam
penerbitan izin, masih menunggu rekomendasi dari Tim Teknis, yang
dalam hal ini adalah dari perangkat daerah terkait.

Secara umum, hambatan dan kendala yang dijumpai dalam
pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Masih belum tertatanya program dan kegiatan untuk pencapaian

sasaran yvang ditetapkan; d

2. Masih perlu peningkatan data potensi unggulan daerah, sebagai

basis peta potensi wilayah Kabupaten Malang;

3. Masih perlu peningkatan komunikasi antara instansi pemerintah

dan dunia usaha;

4. Masih perlu peningkatan koordinasi dan fasilitasi lintas sektoral

dengan dengan perangkat daerah lainnya;
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5. Masih perlu peningkatan kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk
menyampaikan LKPM;

6. Masih perlu peningkatan sosialisasi, informasi perizinan, serta
pemberian kemudahan pelayanan perizinan;

7. Sumber Daya Manusia yang belum optimal; "

Dialam rangka meminialisir kegagalan tersebut dan sebagai
langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan
melakukan hal-hal sebagai berilout:

a, Melakukan penataan program dan kegiatan, sehingga satu program
ditangani oleh satu bidang;

b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. Meningkatkan kegiatan promosi investasi untuk menyampaikan
informasi peluang investasi di Kabupaten Malang;

d. Memberikan pelayanan investasi dan pelayanan perizinan serta
pembinaan sehingga diharapkan tercipta iklim investasi yang
kondusif;

e. Memaksimalkan mobil pelayanan keliling untuk melayani
masyarakat yang mengajukan izin tertentu dan berdomisili jauh;

f. Meningkatkan kompetensi aparatur Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidang tugasnyva, yaitu
dengan mengikutsertakan aparatur pada pelatihan penyvusunan
RUFM dan melakukan Studi komparasi penyusunan kerangka
acauan kerja Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);

g. Mencukupi sarana penyvimpanan arsip dengan menvediakan almari
arsip dan menyimpan sementara di ruang khusus arsip, selanjutnya
menyetorkan arsip diatas 5 tahun ke Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan.

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang tersebut,
program/kegiatan vang menunjukkan output paling mendukung bagi
pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Pelayanan
Publik dengan kegiatan-kegiatan :

1) Pengawasan dan Pengendalian Teknis;
Z) Sosialisasi Standar Operasional Pelayanan Perizinan kepada Aparatur
dan Masyarakat;
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Penyusunan 3istem Informasi Berstandar IS0 9001:2008

Serta Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
dengan kegiatan Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat, Hal
tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan
dampak secara langsung kepada masvarakat,

Adapun realisasi dari segi pendapatan, pada tahun 2017, dapat diuraikan

sebagai berikut @
Target Realisasi e
No Uraian |
Penerimaan (Rp) (Rp) Capaiar
1 | Retribusi Jasa Umum
a | Retribusi lzin Sewa 425.000.000 425.060.730 ( 100,01
Pemakaman
2 | Retribuszi Perizinan Tertentu &
A | Retribusi Izin 4.800.000.000 | 2.415.765.360 50,33
Mendirikan Bangunan .
(IME)
B | Retribusi Izin Gangguan 4.900.000.000  4.229.736.250 86,32 |
{HO) |
. C | Retribusi lzin Trayek 20.000.000 24.932.000 | 124,66 |
D | Retribusi [zin 88.000,000 94.326.800 | 107,19 |
Mempekerjakan Tenaga
Asing
| JUMLAH 10.233.000.000 | 7.189.821.140 l 70,26 :

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat dua lzin

vang tidak memenuhi target, yvaitu lzin Mendirikan Bangunan dan [zin
Gangguan.

Faktor penyvebab tidak tercapainya [zin Mendirikan Bangunan (IMB) :

1)

2

3)

4)

Permohonan IMB Usaha relatif sedikit dibandingkan dengan IMB
Hunian;

Adanya izin pengeringan sehingga banyak permohonan izin yang tidak
dapat diproses karena statusnya tanah sawah;

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya
mengurus dan memiliki IMB;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum
memiliki Tim Teknis. Sedangkan dalam penerbitan izin, harus
berdasarkan pada rekomendasi dari Tim Teknis dalam hal im1 adalah
Perangkat Daerah terkait, misalnya Dinas Perumahan Kawasan
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Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber
Daya Air.

Sedangkan lzin Gangguan (HO), target pendapatan tidak tercapai
karena adanya Permendagri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan
Di Daerah, sehinggs banyvak pemohon beranggapan bahwa tidak perlu
mengurus izin Gangguan (HQO).

Untuk capaian kinerja tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disajikan pada tabel 2,1,
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]TH'FH?E-W

Perkiraan Realinnsi Capainn

Target Kinerja Fealisas: Tarpet “|:mr'| m;;n T;;hun 'E'I,':l'l_'.?ldm.II 4 T"-"Eﬂ Benstra
Urusan)Bidarg Urusan Inileatinr Kitteiga Progras Capajan Hirerja Hasil {Tahun balu/n-2| an Kegs m‘*‘“' FProgram/Kegintan Eenstra PD
No | Pemerintsh Daersh) Frogram [Cutcomes)/ Kegiatan | Program Rena Program dan “:,'if“ 8/ Tha 3018 {Twhun Becalan)
1. Ctgut) PD Tahun 3016 | Ksluaran Eogistan . Renlmnm . S .
i i 5021 vazome | TagstRemis | I | Tingat | Bejsn(ha | Reslas | Tinghat
Thi 017 ealinasi [T | i i) Capaiaa [H)
1 F] i 4 5 [ ¥ B=7/6) 3 10={09) 1 I=f10/4)
Jumlah reakanan dan
9! [ Tacyedina Makaem v oo o on- i 26260 HOK 12 bulan 360 HOK 260 HOK 106 3224 HOK 3574 HOK 13,42
cligndipkad
. Jumlah i
0 | Repat-rapst keerdinas: dan ml-p.:l A0 HOB 12 bolan 76 HOK 76 HOK 10 T8 HOE 151 HOK 56
konsuitasi ke luar daerah - '!! d_fﬂh
i1 | Rapat-rapat koordinasi dan e DR 695 HOK 12 bulsn 183 HOK 183 HOK 100 62 HOK 245 HOK 32,25
komsultae ke dalam dhacsaly % ke dalars dasrak .
i ﬁm Peninglotan :n-n- Prossntase pemennban 100% 100% 100% 100% 100 10084 1008 100
1= Pﬂ‘mﬂ.ﬂ Peraiatan ﬂHurﬂ. mmhﬂ m ay ]EI:I.II 3 jenis gm ';H-'Cﬂll 1660 14 3 19 Jemis 51135
13 EWuMJEﬂEﬂJ Jﬂ-ﬂﬂ:h gedung kantor ik 1 Jenia 1 Janla 00 1 Jenis 1 Jenis 100
Jumilak Eendarasn rods
14 PFemelibaraan ruting' berkala empat dan rode dus yang 13 Unit 1% unit §7 unit 13 unit 100 12 Unit 13 Unit 100
kendarann dinasf operasional dipelthara nutin dan
- Lerkala
z : Jumilah peralatan gedung : ;
18 | Pemeliharman ruting berkala At ﬂpﬂng i 15 Jenis 12 buslan 4 jenia 4 jenis 100 5 Jenis 9 Jenis 10K
peralaian gedung kantar rutin dan berkals
Program Peningketan Perssntass z =
B | Kapasitas Sumber Days impasitas pegawai 41 100% 100%: 100% 1005 100
Apuratur perangiat dacrah %)
17 Bimbingmn Teknis Implementasl | Juminh pegawni yang
Peraturan Perundeeg undongan | mongibut Gnmianggn = - !
. telenia implementssi A0 D 4 Oragg 20 orang 20 arang 35.33%
peraiuian perundang- I'I-
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Target & Fealisasi Kinerja Frogram dan

ian kemasyalkatan

Targ-:t Kinera Realisas Target . 417 5 Tm Eenatra
Uruann /Bidang Urusan Indikator Kinerja PFrogram Capaian Kincrim Hil m%ﬁ“mgzh; - 1 dw Program ! Kegiatan Hhml:a D
Ho Pemerintah Daerah, Program (s beorraia) /. Kegiadacn Program Renatma Program dan v, Pahun &d Thn 2018 (Tahun Berialan) |
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Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2018
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

WEWWWM

Ferig Renlees (g
T Rensira

Target Kinerja Realisnsi Target Helunran Kegiatan Tahun 2017 Target m‘ ; Renstrn PO
Urusan /Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja Hasi iz vt o Kegiten | R 2018 (Talhun Beralan)
Pemerintals Daerahf Program (Outecees|/ Kegatan Frogram Renstra Program dan ‘E‘dj:un
FEegatan (output) PD Tahan 2018 | Kelusren i Fealisasi ; 5 g
a/d 2021 a/d 2016 Target Remia | oo 50 Thtsggkcat Ty Realisasi Tinghat
Py Thes 2007 Thi 2017 Feabisani (%) 018} CAaAn Capaian (%
i ] 4 ] & i B={Fsal ) I 0=fa) e ]
Program Peliyanas :‘mﬂﬂ praLrnLhan 100% 100 100% 100% 1007 100% 1007 100%
Penyediasn jssa surat menyurat | SOMSH d:"f“'"l:;i 46,500 surat 14300 sural 13.8%0 bush | 13.890 buah 100% 14.000 bunh | 27.890 buah 56,34
Jumlah p:lﬁl:hm‘lhm.nh
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aslama 1 tmhan
w Jasa [icberaiban Lwlm“ BT Jexis 12 tailan 19 Jenis 19 Jenis 100% 20 Jenis 39 Jenis 68,42
| Penyedinan Alat Tulis Kantor e 156 Jenis 12 tailan 52 jeai 52 Jenis 100% 45 Jenis 98 Jenis 62,82
|
Pm!gmlr;:‘ﬁn - :':n.g dimeciiaban ET Jenis 2000 lombnr 19 Jonin 12 Jenss 100% 19 Jenis 3B Jends 66,66
Fenyedisnn Komporen instalssi | Jumlah penyediann . i
listrik/ Porerangan Basgunon komponen alst-alat Hairilk 30 Jends 12 bulan 10 Jeais 10 Jenis 165 1% Fznia 25 Jenis 83,33
| Hanitor dan elekbronik — : ——
Ponpedian b bocomn dan | Sumiahtmbmnincisn | pges | pvwen | aevems | sevems | toow | s | ssins | cacs
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Torget & Penlmas Hiu;hﬂlprﬂgrmmdm

Perkirann Kealisss Capaian
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Progrum Peningkstsa Diis | Meningkatnys silal
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| dar masynrakat

i Perlirnsn Rrlis L TREEH]
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manializas | pembinanm kali knli ksl * !
Perusabssn Vang
dilaksanakan
darn Jumleh doleumen profil
| pengembangan sistem perusahnan 4 dokumen 1 dakurman | dokamen 25,00
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Target & Benbiaani Kinerja Progrom dan Perkiraan Keallans) Copainn
T y : Target Renetra
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Dari tabel di atas, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat diakumulasi
pencapaiannya, karena tidak dianggarkan lagi pada tahun berikutnya, Hal itu
disebabkan karena telah dilakukan perubahan terhadap nomenklatur program
dan kegiatan.

Berikut penjelasan terhadap Program dan Kegiatan yang mengalami
perubahan atau yang tidak dianggarkan lagi pada tahun 2018 :

14

10,

Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan,
pada tahun 2017 tidak dianggarkan, namun untuk mencukupi kebutuhan
pegawai yang berkompeten, maka kegiatan ini dianggarkan pada tahun
2018

Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran tidak dianggarkan
lagi, sesuai hasil verifikasi dari inspektorat:

Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, diubah
nomenklaturnya. (semula : Pelaksanaan penilaian Indeks Kepuasan
Masyarakat);

Evaluasi sistem informasi pelayanan berstandar SO, diubah
nomenklaturnya. (semula : Penyusunan Sistem Informasi Berstandar 180
9001:2008);

Kegiatan-kegiatan pada program peningkatan pelayanan publik bidang
pembangunan dan kemasyarakatan, diubah nomenklaturnya. Karena
pada tahun 2017, hanya ada 1 (satu) program untuk 2 (dua) bidang
pelayanan perizinan;

Kegiatan-kegiatan pada program peningkatan pelayanan publik bidang
perekonomian dan sosial budaya. Karena pada tahun 2017, hanya ada 1
(satu)} program untuk 2 {dua) bidang pelayanan perizinan;
Kegiatan-kegiatan pada program peningkatan promosi dan kerjasama
investasi mengalami pengurangan jumlah kegiatan, karefa di dalam
program ini terdapat kegiatan yang bukan menjadi tupoksi bidang
pengembangan dan promosi penanaman fnudal;

Kegiatan-kegiatan pada program peningkatan iklim investasi dan realisasi
investasi dihapuskan, dan diubah nomenklaturnya;

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dihapuskan
untuk efisiensi program dan kegiatan;

Program peningkatan pelayanan publik, dihapus untuk efisiensi program
dan kegiatan;
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
a. Sumber Daya Manusia
Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Dinas”Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 62 orang dengan
rincian sebagai berikut :
- PNS : 41 Orang
- Tenaga Kontrak ! 21 Orang
menurut penggolongan pendidikan sebagai berikut:

- 83 :  1O0rang
- 52 : B Orang
- Bl : 28 Orang
- D3 : 3 Orang
- SLTA : 20 Orang
- SLTP : 2 Orang
Pejabat Struktural dan Fungsional:
- PejabatEselonll : 1 Orang

- Pejabat Eselon Il : 6 Orang
- Pejabat Eselon IV : 15 Orang
- Staf PNS : 20 Orang
- Tenaga Kontrak : 21 Orang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
saat ini belum memiliki tenaga fungsional sehingga untuk kegiatan
vang memerlukan kajian teknis masih dilakukan oleh Tim Teknis.
Kekurengan akan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kemampuan di
bidang teknis guna menunjang dan memberikan pelayanan secara
maksimal belum tercukupi sehingga sangat dibutuhkan sumberdaya
manusia melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

Ditinjau dari jumlah laki-laki dan perempuan di Dmnas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat 36
orang laki-laki dan 31 perempuan. Dalam melaksanakan kegiatan
promosi di luar wilayah hanya melibatkan 3 laki-laki dan 2 perempuan,
Hal tersebut dikarenakan tingginya biaya yang harus dikeluarkan dan
keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga tidak dapat secara
maksimal dilakukan. Sedangkan kegiatan lainnya, terdapat sejumlah
staf laki-laki yang melakukan kegiatan survei dilapangan dan staf
perempuan untuk mengerjakan urusan administrasi kantor, namun
demikian terdapat pula beberapa staf perempuan _vanE melakukan
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kegiatan survey dilapangan sebagai tenaga vang memiliki kemampuan
di bidang teknis dan yang membantu sebagai tenaga administrasi.

b. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
melaksanakan kegiatan fasilitasi untuk pelayanan investasi kepada
calon investor dengan menyediakan data potensi unggulan dengan
harapan calon investor mengetahui peluang investasi yang tersedia dan
menindaklanjuti dengan berinvestasi di Kabupaten Malang. Untuk
menunjang investasi di wilavah kabupaten malang dengan melakukan
pelayanan administrasi perizinan sebanyak 42 jenis perizindn yaitu:

1} Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);

2} lzin Mendirikan Bangunan (IMB);

3) Izin Perubahan Status Tanah Menjadi Tanah Kering (Alih Fungsi);
4] lzin Pendirian Bangunan di Atas Perairan Umum;

5] Izin Pemakaian Tanah Sempadan Sungai (IPTSS);

6) lzin Trayek (IT);

7] lzin Gangguan (HOJ;

8) lzin Lingkungan (IL);

g} lzin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);

10] Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3 (ILPLB3);

11) Izin Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi ke Tanah (IPLT-AT);
12} lzin Pengelolaan Limbah B3;

13] Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten (IPL-B3};
14} Izin Pemakaian Pesawat Uap (IPPU);

15) lzin Usaha Peternakan ([UP);

16) lzin Usaha Perluasan Usaha Peternakan (IPUF);

17) lzin Usaha Penangkapan Ikan (IUPI);

18] Izin Usaha Pembudidavaan Ikan (IUBI);

19] Persetujuan Prinsip (PP);

20) Tanda Daftar Gudang (TDG);

21] Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUF);

22) lzin Reklame (IR);

23) Izin Penampungan Calon TKI (IPCT);

24) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (FIMTKA);
25) Izin Pemotongan Hewan (IPH];
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26) Izin Usaha Industri (IUI);

27) lzin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (IPPAP);
28] lzin Lembaga Latihan Kerja Swasta (ILKS);

29 Izin Juru Bor (IJB);

30) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IPPAT);

31} lzin Pendirian Bursa Kerja Khusus (IPBK);

32) lzin Pendirian Lembaga Formal (IPLF);

33) lzin Pendirian Lembaga Sekolah Menengah (IPLSM);
34) Ilzin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D (IORS);
35) lzin Mendirikan Klinik (IMK);

36) lzin Operasional Klinik (10K);

37) Ilzin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik (IPLK);

38) Surat [zin Toko Obat (SITOB);

39) lzin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D (IMR3K);
40) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); -
41) lzin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
42) lzin Pelayanan Makam (IPM).

Upaya vang dilakukan dalam memenuhi tuntutan terhadap
pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel pada
masyarakat dilakukan dengan terobosan dan inovasi terutama
peningkatan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) "serta sarana
prasarana vang memadai dan berbasis pada teknologi informasi.

Program dan kegiatan yang menunjang tugas pokok sebagai
perangkat daerah pelayanan pada tahun anggaran 2017 sebanyak
7 (tujuh) Program dan 31 (tiga puluh satu) Kegiatan sebagai berikut:
A.PROGRAM

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,
Program Peningkatan lklim Investasi dan Realisasi Investasi.
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Program Peningkatan Pelayanan Publik.
B.KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu;

1.1 Penvediaan Jasa Surat Menyurat.

o SN . o
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1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9
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Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik.

Penyediaan Jasa Administrasi Kenangan.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-
Undangan.

Penyvediaan Makanan dan Minuman.

1.10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah,
1.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

2.2 Pengadaan Mebeleur.

2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor,

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD.

3.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

3.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun,

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

4.1 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah.

4.2 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman
Modal.

4.3 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama” di Bidang
Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia
Usaha,

4.4 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

4.5 Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan
Investasi.

4.6 Penyelenggaraan Pameran Investasi.
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5. Program Peningkatan [klim Investasi dan Realisasi Investasi.
2.1 Memfasilitasl dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
5.2 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal.

6. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
6.1 Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat

7. Program Peningkatan Pelayanan Publik
7.1 Pengawasan dan Pengendalian Teknis.
7.2 Sosialisasi Standar Operasional Pelayanan Perizinan kepada

Aparatur dan Masyarakat.

7.3 Penyusunan Sistem Informasi Berstandar IS0 9001:2008

Program dan kegiatan utama mencerminkan adanya upaya yang
selalu dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu untuk meningkatkan pelayanan investasi dan menggali PAD
meskipun belum ditunjang secara maksimal oleh belanja langsung.
Belanja untuk kegiatan yang merujuk pada pelayanan investasi sebesar
40,7% sedangkan kegiatan pelayanan perizinan pada pengawasan dan
pengendalian teknis sebesar 18,0% dari pagu anggaran, sedangkan
41,3% adalah untuk kegiatan penunjang, antara lain belanja Kegiatan
Penvediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terdapat hal kKhusus
vang menjadi perhatian dengan mengalokasikan sebesar 4,0% dari
pagu anggaran untuk pengadaan sertifikat yang berstandar.
Penggunaan sertifikat yang berstandar sesuai arahan Badan Pemeriksa
Keuangan Provinsi Jawa Timur untuk menghindarkan terjadinya
kecurangan-kecurangan dalam penerbitan izin.

Kegiatan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat
maupun aparatur akan pentingnya melakukan {jin tidak dapat
dilaksanakan secara maksimal karena ketersediaan anggaran yang
setelah PAK hanva untuk enam buah banner sehingga berpengaruh
terhadap pelaksanaan sosialisasi secara menveluruh di  wilayah
kabupaten.

Indikator Kinerja Utama pada tahun 2016, merupakan Indikator
Kinerja Kantor Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu, Pada tahun 2017, dilakukan perubahan IKU yang mengacu
pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.
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FPerkembangan investasi di Kabupaten Malang menunjukkan
kecenderungan (tren) cukup positif karena pada tahun 2017 nilai
investasi telah mencapai Rp 6.557.427.771.045,00 atau meningkat
sebesar Rp 72.740.612.300,00 atau sebesar 1,1% dari nilai investasi
tahun sebelumnya. Kenaikan itu juga diilkuti dengan bertambahnya
tenaga kerja menjadi sebanyak 26,192 orang.

Upaya-upaya untuk memberikan layanan perizinan yang
menunjang investasi dilakukan melalui program dan kegiatan unggulan
Hal tersebut berdampak pada capaian target PAD melalui pungutan
reiribusi. Guna menunjang pencapaian target retribusi dan kepuasan
masyarakat yvang membutuhkan layanan perizinan maka melalui
kegiatan Sertifikasi SO 9001:2008 yang dilaksanakan setiap tahun
sehagai  persyaratan SKPD  yvang memberikan layanan publik
berstandar, e

Sosialisasi yang dilaksanakan setiap tahun bertujuan untuk
menggugah kesadaran masyvarakat agar melakukan izin dengan
mengurus sendiri. Layanan yang semakin baik dengan memberikan
kemudahan-kemudahan dalam MEengurus perizinan dapat
meningkatkan jumlah pemohon ijin tanpa melalui pihak ketiga.

Untuk mengukur kepuasan layanan publik melalui indeks
kepuasan masyarakat, feedback yang dipercleh dari hasil pengisian
kuesioner vang disediakean merupakan koreksi dan tantangan agar
layanan publik menjadi seperti yang diharapkan.

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu tahun sebelumnya sebagai perbandingan dengan
tahun sekarang dan rencana tahun mendatang melalui program dan
kepiatan serta capaiannya sebagaimana tabel berikut :
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Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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Target Reasira PD
O Indikator Benlianad Capalan Froyelsi Catatan
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2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016

tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyai tugas antara lain :

2.

melaksanakan wurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal;
melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan
administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip
koordinasi integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan
kepastian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyal fungsi
antara lain :

a

bj
c)
d)

el

pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentulk

data Lase serta analisis data untuk penyusunan program ﬁegatan

perencanaan strategis pada Dinas;

penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;

pelaksanaan penyusunan program Dinas;

pelaksanaan penggalian potensi dan pengembangan penanaman

modal;

pelaksanaan promosi, fasilitasi dan kerjasama penanaman modal;

pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;

penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;

pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;

pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; dan

pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dihadapi oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:

Masih perlu meningkatkan data potensi unggulan daerah, sebagai basis
peta potensi wilayah Kabupaten Malang.

Masih perlu meningkatkan komunikasi antara instansi pemerintah
dan dunia usaha,

Masih perlu meningkatkan koordinasi dan fasilitasi lintas sektoral
dengan dengan perangkat daerah lainnya
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- Masih perlu meningkatkan kesadaran perusahaan PMA/PMDN yang
menyampaikan LKPM,

- Intermal berupa kuantitas dan kualifikasi teknis Sumber Daya
Manusia yang sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

- Eksternal koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara intens
agar proses pelayanan perizinan sesuai dengan target,

Luasnya wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu anugerah
dan permasalahan dalam memberikan layanan investasi maupun layanan
publik yang memadai serta pemerataan di bidang pembangunan. Untuk
mengatasi kondisi tersebut diperlukan ketersediaan SDM yang
berkualitas dan dana sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Dengan
menggunakan perbandingan luas wilayah kecamatan dan masyarakat
vang dilayani akan sangat membantu untuk pelaksana tugas dilapangan
sehingga proses pelayanan tidak terhambat penyelesaiannya. Kecukupan
akan sarana dan prasarana juga diperlukan utamanya menjangkau
daerah - daerah pinggiran. Model jemput bola dengan pelayanan keliling
dapat dilaksanakan sebagai layanan prima. Begitu pula dengan Standar
Operasional Perizinan sebagai acuan dalam melaksanakan proses
perizinan. Dengan melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015
Tentang Pendelegasian Sebagai Wewenang Bupati Kepada Camat (PATEN)
merupakan mrérl}:}s.an kemudahan pula bagi masyarakat untuk mengurus
izin di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan dalam perudangan
yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan pelayanan publik masih terdapat tantangan
yvang dihadapi antara lain:

a. Adanya berbagai potensi investasi di Kabupaten Malang yang belum
dikembangkan; 7

b. Belum optimalnva pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan pada
masyarakat.

¢, Terbatasnya sarana gudang penyimpanan untuk penataan arsip,
karena arsip izin merupakan arsip aktif yang setiap saat diperlukan.

Sedangkan untuk menghadapi tantangan masih ada peluang
untuk meningkatkan pelayanan antara lain:

a, Meningkatkan kegiatan promosi investasi untuk menyampaikan
informasi peluang investasi di Kabupaten Malang;
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b. Memberikan pelayanan (pelayanan investasi dan pelayanan penzinan)
dan pembinaan sehingga diharapkan tercipta iklim inyestasi yang
kondusif;

¢c. Memaksimalkan mobil pelayanan keliling untuk mela:;-ani masyarakat
yang mengajukan izin tertentu dan berdomisili jauh.

d. Mencukupi sarana penyimpanan arsip dengan menyediakan almar
arsip dan menyimpan sementara di ruang khusus arsip, selanjutnya
menyetorkan arsip diatas 5 tahun ke Badan Perpustakaan, Arsip &
Dokumen.

Isu-isu penting vang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di era teknologi adalah dengan
melanjutkan program IT tentang pendaftaran izin secara on line melalui
webbsite: perizinan.malangkab.go.id bekerjasama dengan perangkat
daerah yang membidangi untuk membuka akses di daerah-daerah
terpencil yang memiliki potensi ekonomi, Isu penting lainnya adalah
pelayanan  keliling yang rencananya akan dilakukan dengan
menggunakan gojek perizinan yakni pelayanan antar jemput perizinan di
kecamatan, Melakukan kerjasama dengan Penegak Perda Satpol PP untuk
menjaring obyek baru dan obyek pengembangan secara intens guna
meningkatkan pendapatan retribusi dan PAD,

Potensi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang belum
seluruhnya dapat terjaring. Begitu pula Sumber Daya Manusia pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga sangat
terbatas schingga menjadi salah salah satu kendala untuk dapat menggali
dan menjaring potensi, selain itu sarana prasarana dan anggaran yang
tersedia juga masih kurang mencukupi sehingga perlu untuk
dipertimbangkan kembali dimasa mendatang.

Perlunya komitmen sebagai penyelenggara layanan publik yaitu
peningkatan pelayanan publik dengan perbaikan pelayanan melalui
penyedcrhﬂ.naﬂ:n prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan
melakukan modernisasi dan memanfaatkan sistem teknologi, serta
melakukan pelayanan langsung dengan menggunalkan mobil keliling.

Isu-isu penting Perangkat Daerah yang perlu untuk ditindaklanjuti.
Dengan memperhatikan isu-isu yang berkembang di lingkungan
perangkat daerah bermanfaat untuk memperbaiki pelayanan terhadap
masyarakat yang sangat mengharapkan dapat ti:nvujudn;a pelayanan
prima seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu perlu
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untuk menindaklanjuti setiap isu yang berkembang dan mengarah pada

perbaikan kualitas layvanan.

Adapun isu -isu yang perlu untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana infrastruktur yvang masih belum memadai
sesuai yaﬂg diharapkan untuk menunjang investor masuk ke
Kabupaten Malang.

2. Belurn tersedianya kawasan Industri di Kabupaten Malang vang bisa
menunjang pengembangan investasi di Kabupaten Malang.

3. Belum adanya kebijakan insentif dibidang penanaman modal vang
menjadi daya tarik investor.

4. Adanya pelayanan perijinan daerah yang masih mamakag waktu lama
dan tidak memiliki standar pelayanan minimal yang menyangkut
biaya, waktu dan mekanismenya dan adanya Retribusi Daerah vang
memberatkan Pengusaha.

5. Perlu tercipta pola kegiatan pelayanan investasi dan pelayanan
perizinan vang memberikan kemudahan kepada masyarakat.

6. Melanjutkan Pendaftaran izin secara on line dengan memperluas akses
jaringan melalui kerjasama perangkat daerah.

7. Meningkatkan pelavanan keliling.

Review terhadap Rancangan Awal REKPD.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 disusun berdasarkan
isu strategis serta hasil evaluasi kinerja tahun vang lalu dan penting
untuk ditindaklanjuti. Sejalan dengan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dimana merupakan tahun transisi
dan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan
mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah yang juga disusun
berdasarkan hasil analisa vang merupakan penjabaran dari isu strategis
dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian
Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Penyusunan RKPD Tahun 2019 disesuaikan dengan RPJPD
Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021 serta inventarisasi kebutuhan riill pembangunan
melalui Musrenbang yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKFD)
kedalam kegiatan prioritas,
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Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, terdapat beberapa kegiatan yvang

mengalami perubahan, antara lain :

1. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran pada tahun 2019
tidak dianggarkan (sesuai dengan hasil verifikasi Inspektorat);

2, Penambahan program peningkatan disiplin aparatur dan kegiatan
pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Penambahan ini
dimaksudkan untuk pengadaan pakaian batik dinas;

3. Perubahan nomenklatur kegiatan pada pelayanan perizinan bidang
pembangunan & kemasyvarakatan dan pelayanan perizinan bidang
perekonomian & sosial budaya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi
perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.,

Sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2019 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sebagaimana tabel beriloat :
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Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Malang
Rancangan Awnl REFD Hasdl Analisis Kebatiuhas
O Fogu Eebutnhan | Catatan Peating
Program Hegiatan Lakeasl Indikator Kinerjn - Indikatil i) Lokasi Indikator Klmerjo ® Dana
Capainn Haglatan Capalen
| Rp-0OCY {Rp.000)
i) 2 % 4 (51 16} M 18] ] o [EE1] EE]
I Progrum Pelaoyanun Hab Malmng Persedtass 10 1.198.190 | Frogram Felayasas | Heb Malaag Peraentans 10 1.507.045
Administrasl Pemenahus Adzsinistrasi Pemenahan
Perkantorun Orperasbonal Perkunbotun Dperasional
Perknntoran Perkmntornn
1 | Penyedisen Jusa kb Malany Jumish registrasi | 14.250 3,600 | Penyedisan Jass Heb Maling | Jumilsh registresi | 16,000 buah 54,501
giirRd menyusal surnt maauk dan baiah surat memyurat Aural masuk dan :
surat keluor murnt keeluiar
2 Penyediaan Jasa kab Molang Jumlah 12 bulan | 18,440 | Penyedisan Jasa Kab Malang Jumlah 12 bailan 2,808
Eomurekasi Sumber penyediaan latrik, Homuniloasi Suimber pernyedionn
Diays Air dan Listrik nir Eninum,fair Drays Adr don Listrik listrik, nar
beraih, T &
relekomunikasi bersih,
dan internel pedeleamunikasi
[bulan)| dam internet
[bulany
3 | Penyedinen Jasa fab Malang Jumish pejsbat | 36 OB 376.560 | Penyediasn Jass Kab MBlarg | jumlah pejabat | 5208 553,863
Adminintran pongeioln Adiminiatrani
keuzngan adminsatrasi ksangam edminintrmai
- heuangan (OF) o keuangan (OF] . |
4 Penyediaan Jasa Kab Malang, Jumlah 20 jenis 72.290 | Peryedionn Jasa Hab Malang | jumlah 19 jenis 5.625
keberndhan Kanowor pesalnton batan kebersibinn Kantor poralatan bahan
keberaihan yang ketwrsitan yang
i diadakan {jenis dindakan (jenis)
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Eancangan Awal RHPFD Hasdl Analisis Hobutohan
] Cataton
®O Pugua HKebutuhan
Turgat Progeam,/ Target Pentlng
Program [ Heglatas Lokeasl [ndilmtor Kinarja indilmiif Lakusi Indilkator Kinorja Dann
Capainn Eegiatan Cupsian
IRp- KRR (R o e}
i 7] i3] Hi (5} 16) (] (L (] {20} i) (1)
5 Peryedsaan Barang Fab Melang Jumiah bareng 19 jenin 198,040 | Penyediaan Barang | BRob Malang | jumiah barang 19 jenis 217.914
Celakan dan cetalmn yang Cetmkan dan cetakan Fang
L i . d - ]
& Penyedisan Alat Tulis | HKabMalang Jumilsh Alat Tulia | 52 jenin 20T 470 Alat Kabr Malang Jumiah Alat Tulis 52 jenia |84.751
kantar Kentor yang Tulis kantor Kantor ysng
discdiakan [jnia) dinedinlan (|
7 Penyedisan komponen | Rab Malarg Jumilah 10 jenis 5,490 | Penyedansn Eab Maling | juelah 10 jenia 20,179
inatalasi ponyediasn kesapanen instabasd peryediaan
lEstrik, pensrangsn leenpanen alal liatrik/ peneTangan lecanpenien. alat
bangunar kantor alat listrik dan bangunan kantor alat Hstrik dan
elekironik (jeniss ebaktronil (jenis)
a Penyedizan Bahan kah Malang Jumish bahan 24 jemin 3.780 | Penyedinan Bahan | Fob Maleng | gumlah bahan 24 jenis 1378
Bacasn dan Pecaburan hecasn dan Bacann elan hacaan dan
Perundang-undangan peraturan Peraturan peraturan
peruinelang- Perundang- perundang-
undangan Fang undangan undangan ¥
digediakan (jenia) s dnbam (e
9 | Penysdinen makanan | F2b Milang Jumish makenan | 350 HOK 52,300 | Penyediasn Kab Malang | jumlah makanen | &700 HOK 132,805
don minuwman dan minuman malanan dan dan tedpuman
hmrian, pegaEai, mAfAmEn harian, pegawal,
rapat dan tamu rapat dan Ao
yang dizsediakan yang disedickan
10 | Ppat-rapat bordinas; | Luer Kab Jumlah pegawai 183 HOK 146.760 | Rapat-rapal Lunr Kah Jumlst pegueni 151 HOR 183,001
dan konaultasi keluar | Malang memeniihi kordinss: den Maubang pEmEnii
daerah penugasan dinaa konsubizn kelwar penupraan dinag
leehaar dasral dasrah kehsar dasrah
l  (HOK] (10K




Rancangan Awal REKPD Hasll Analisis Hebitalhan
= Cabatan
NO Pagn Erbotuban
Program [ Kegintan Loolcasd itsicator et | T | pndtinne Prog h: Lalmsi ik Mg | T Dana Tonthe
IRp.COW) ! R . 000}
i (F] i) 4 =) i8) i ] [E]] 110 (1) (12
|l | Rapat-rapat kerdinasi | A5 Malang Jumlah pegmemni 1#3 HOK 101560 | Papst-ragst Kab Malang Jumilsh pegewai 252 HOK 49,950
dan lonsuline delem memenuhi kordinani dan memenuhi
dimerah perugasan dinas konsultasi dalem dinas
dalarm dearah daerah dalarm dacrah =
(HOK) - (HOK]
il | Progmm Kal: Malang Persentase 100 188,190 | Program Hab Malang Persentass 1005 292429
Poningkntan sarsdu pemenuhas Peninghatan pemanuhan
dan prosarans garans dan sarana dan sarana dan
aparatur PrasurimE prasarunn s paratur prasarans
penucjung pemunjang
aparatur aparatur
1 Pemelibaranms Kab Malang Jusnlah gedung 1 Uit 52,200 | Pemeliharaan Kab Malang Jumlah gedung 1 Unit 166.537
ruting berkala grdung lemntior e rutin/ berkala kantor yang
lcantor Aipelihara gedung kanior dipalitara
rutin/berkala ruting berkals
[jenis] {jeria]
2 | Pemeliharasn Kab balwrg Jumlsh 12 unit 47,770 | Pemeliharnan Kab Malang | jumlak 12 unit 43,454
rukbin Teericata kendarann roda rubin/ berkala kendaraan rda
endaraan empal dan kendaraan empat dan
dinas/operasional k=ndarasn dinas foperasional kendaraan roda
dua yang duan yang
dipeeihera dipeetibara
rutin/berkals rutin arkala
5 | Pemeliharman Rab Malang Jumlsh perslatan | 4 jenis 29260 | Pemeliharnan Kab Malang | jumish peralatan | 5 jenis 16.855
Butinfberkala gedung kantor Rutin, berkala gechung Kanior
peralatan gedung yang dipelihara peralatan gedung yierg dapeliharn
kanter rutinfberkala Emalor rutin f berkala
| {penin) {jeris}
1 Pergadsan Peralatan | Fab Malang Jumlah peralatan | 7 jenis 14.680 | Pengadans Kok Malang Jumilah peralatan | 4 jenis 50,448
Gedung Hankor gedung kankar Feralatan Gedung gechung kanior +
yang dindakan Hantar * yarg dndakan
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Rancongan Awal REPD Hasll Analisis Eobaluhan
Gl Lty
N Fugu Kebutohan
!
Program /Kegiatan Lolkausi [ndikator Kinesa | " | indtkatir Fenpren bt | s g | T Dasa Teine
Capainn Heglaton Capaian
(Rp.00q| [Rp. 00Oy
i 12 @ ] (5 i6) (7 (8 %) (10) (181 i1z
5 Pengadean meubeler | HAD Malang Jumlah meubsler | 1 Jenis 15.715 n Kab Maleng Jumlah meubsler | 1 Jenis 15.135
yang diadakan mizwbaler yung diadalcnm
J : 1 E] —
I Program Kab Malang Fersen tase 100 8028 | Program Kab Malsng Permentass L0 8026
- peninghatan Boloiesen peningkatan Dokamen
Pengemhangnn Persncasian, Pengen b i gan Perencunman,
sistem Pelaporan Laporan aistem Peloporan Laporan,
Capalan Kinesja dan ksunagun dan Kinerjn keunmgnn dan
Heuangan idnerin Feranglmt dan Eenangen kinarja Perangknt
dasrah yung duerah Fang
tepat waidn () = tepat walkiu (%)
1 | Penyusunan laporan | Hab Malang Jumish dokumen | 1 Buku 10,528 | Penyusunan Kub Malsng | jumlah dokumen 5 Bulku 6,448
capaman kinera dan anlap (buku) hpnrmm. sakip [buku|
ikhtisar realisasi Jumlah dokamen kiner}a das THAE Jumilah dokumen
kinesja SKFD e ki) 1 bk rrsiliomxl Rinerks s (il 2 buku
2 Penyusunan Laporan | Kab Mulang Jumlah dokumen | 2 buku 2,690 | Penyusunan Kb Muleogy Jumlah dokumen Sesuai analisia
Keuangan Semesteran laporan kewsngan Laporan Keunngan Imporan heuadgan kebuiaiban
semester | dan Bemesteran sermester | dan
pemester (I semexter 1l
a Penyusunen Laporan | FAD Malang Jumlsh laperat 3 baku 2.500 | Fenyusunan Kal: Malang Jumilah lapoean ¥ buku 1.577
keuangan Akhir korummgpan aldhir Laporan keusmgan keuangan akher
| Tuhun tahun (bigki) a Akhir Tahun tahiun (bulkul
IV | Program Hab Malang Peranntuse § erang 35.000 | Program Kab Malang | persentase 100% 189,755
I pasitos Bumber Hupasitas knpasitas Sumber Kapasiias
Daya Aparatur Pegawnd di Days Apmrsiur Pegawal di
Pemaghkit Dacrak PForanghkat Dasrah
W_
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Rancangan Awal REFD Hasll Analicis Kebotnhan
Catatan
NO Pagu Hebutnlian
Target Program/ Turget
Progrom [ Keglatan Londcasd Inidlikator Hinerjn Indikatif Lolmsi Indlkator Hinerjn — Penting
Capalon Heglatan Capalan
| B oD (Rp.000]

5] i3) ] 4 (5) 15} i i8) [L]] [ 1) (12

I | Bimbn teknin | Bursbaya, Jumlah pogawai | B crang 25,000 | Bimbingan teknis | Surabaya, Jumlah pegawsi 20 ceang 189,755 _
imphn:;.lnnlﬂl Malang, Jakarla | yang meagikut implementasl Malang, yang mengtkut
perniuran perundang- Rimbingan Teknia paraturan Jakarta Bimbingnn Teknis
undangan implementasi . perundang- implementuii

peTHILTAT) vinekargan perRturan
prerundnng- perundang-
_undangan undargan

v | Progmm Kty pistung Persentase s - Program Kab Maleng | Persentase 1007 82.100 | Seouai annlinis
Peninglaton Disiplin peounjang kerja Feningkntan penunjang karjs leebuaruban
Aparatur aparatur (o] Disiplie Aparatur aparatur )

1 Pengadean  Pakaian Kab Malang Juminh - = Pengneinan  Pakainn Kab Malang Jumlbah 160 atel 22,100 | Sesuad analisis
Bhuaus Hari-hari prnyedbnnn Khusus  Hari-hani penyediaan kebutuban
Eerisntu pabminn terteniu pakainn

| alahraga fbatik olabras,Latik

Vi | Progmn Kal: Malarg Perentuss 80 388.930 | Progran Kab Malang | persentase B0 291.033
Fengendafian  dan kepatuban Fengendaflan dao hepatnhan
Pengawmsai mmestor terhadap Pongawnsan noeator terhad np
Investasl peraturan Tovestaal peraturan

perunid angan perundanghs
PoOROREIAT prrusE Al
| ) modml madal

1 Pembinapn Investani | KAD Malang Laperan hasil 1 107,380 | Pesmbinasn investasi | Kab Malang Lapetas haail 1 dakurnen 112,683
bagi dunia usaha pembinazn ko dokumen g Aumin wsaha pembinean ke

perunahiake Yang perusahann yarg

! Pemgolahnn dan | Kab Malang Jumlah dokurern 1 138,800 | Pengolahan dan | Kab Malang Jumlah dofumen 1 duuu_ i | LTS
informas pecamnaman minderm informan

| modal penanamen modal | m— =

3 | Pengendalian  dan | HabMsleng Jumiah | 160 kati 142.750 | Bengendatian dan | Kab Malung Jumlsh 160 kaki 113967
PEnARAEHEN b prmanlALAN FANG PERAE ST pemnniauEn Fang
penananan modsl dilaksanakan penanamman modal dilaksanakan




Haall Anslisis Habutnbhan

Runespgen Awal REPFD
L— B | Catatan
Program [Hegiatan Lokasi rndtiortor Einag | o F | dmtiicensr Lalkasi it g Y Dasa s |
Copainn Capainn
(Rp- 000§ (Bt DO0)
21 3 I i) 15 1B} i (10) 11} 12}

Progrum Hab Malang Pericntase 1% 684,280 Kab Malang Persentase 2% 1.283.605
Peninghatan penlnglkata Peningksatan peningiatan
Proasos) dun jumiah investor jumlah nvestor
Kerjasama lavestecl
Peryusunaa Kab Malang Jumlah bl 1 236, 180 Kab Malang Jumlah buks 1 doboumen 178,881
Dokumen Pemelaan pemetaan potensl | dokumen Dokumen Pememan pemataan potensi
Potensi dan  Peluang Fotenai dan Peluang
- !
Pemyusunan Hab Malang Jumlah dokurmen 1 76,870 | Penyusanan kb Malang Jumloh dolcurmen | 1 dokumen 134,474
Dokumen peTEfCANARD dokumen persncanann
Prrencinasn penanaman madal Ferencansan penanaman medal
PeriyslengEmraan Kab Malang Jumilah 7 kndi 371.230 | Penpelenggarann Delam dan Jumilah 2 lali 472,250
pameran dan Fasilitasd keikutsertann parmeran Luar Negsn keiloutsertazn
fcerjasitia westani dalam parseran fazifitrsi  kerasama dalam pamermn

imwestaa i investasi
Program Hak Malang Coakupnn 100% 105.000 Kol Malung, Cakupan 100%: 60,194
peniagkatan  sistem pEnonEuLLT peningkatan P L LD LA
pengnwasan Interoal peagadnan slsiem pengrwesnn prognddan
dan standarisasi mesyurakal masyurekat
administrasi pecars Intensil stondarizasi secarn intensif
pelayanan perizinsm dan standarisasi i minlstrasi dan standarisasi

admnistras i mnintresd

priayanan pelaysnan

B perizinan el perizinan -
Pelaksanasn Hab Malang Jumlsh laparan 1 95.000 | Pelsksanann Kab Malang | jumish lxporan 1 dokumen 14332
Pengrwnsan faternal pengedunn doloumen pengaduan
secarn berlaln mmaEyarakat yang Internal secara Frasyarakat yeng
3 dikelala dikeloln
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Hasil Analisis Esbotahon

Rancangan Awal REFD
Catainn
N Pagm Kabuiuhan
Target Program | Turget Penting
Program (Hegintan Lalkasl Indikater Kinerja IndBeatifl Lakasi Ind leator Hinorjs Dana
Capalan Hogiatan Capains
(Rp.O00) {Fep. D)
(] (5] i3 i) 15 16} &) 1B) ] 1o {11} 113)
2 | Evaluasi sistem Hab Malang Jurnlah seriifikat 1 80.000 | Evaluasi sisters Kab Malang Jumilah sertiffka 1 Bertifikat 45,863
inlormasi polayanan TR0 g Eertifileat infermnasl pelayanan 150 yang
beratandar 150 dipe=raleb berstendar 130 diperoleh
x Kab Malang Fersentuss 20% 250,917 | Program sab Mulang Persentass 20% 326.649
Peningkntan pencapalan Peningkatan pencapalan
Peloyanan Publil pelaynnan Pelayunan Publik pelayannn
Bidang perizinan di Bldang perizinam &
PFembangunan dan bidang Pembanguaan dan hidang
Hemasryarskntan pembangusan Kemasyerakatan E::hu:nn
cmasyarakaian omasyernlontan
yung tepat wakts yang tepat walctm
1 Pelayanan verifikasi Esb Malang Jumiah izin yeng | 1500 izin 107220 | Peningkstan Hab Malarg Jumilah igin yang 1500 ixin 105913 | Besuai anabais
perizinan bidang diverifilkasi pelayanan perisnan diterbiticnn ketnaruhan
pembargannn den penataan ruang
| kemasypralontan
2 Soaislisasi dan Eab Malang Jusmilah scaialinmsi # knli HH.238 | Peningkstan Fal: Malang Jumiah isin yang BOO0 i 132561 | Sesusi anali=iz
InfoimBai persinan yumng dilaksanalen pelnyanan perizinan diterbitkan kebutuhan
hidang pambengunan pambangunen
dun kemasyarakilan
3 | Pelayanan perizinan | Eab Malang Jumilah isin yang 1200 45449 | Peninghatan KabMalang | jumlah fin yang 750 izin 87.175 | Sesusi analiais
perhitungan dlitetaphan igin, 1 pelayanan periinan diterbatkan kebutuhan
penstapan dan perhitungannaf 2K | dokumen perlindungan
penerbitan ism bidang RO, peageiolaan
pembangunan dan pengadiiad yung linghungan hidup
kemasyaralatan desslesaikan
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Rancangan Awal REFD

Hasil Anolisis Eebatuhon

Cataton
N Fagmn f Hebuiuban
s Mgy ! Capalze Heglatan fndilestor Capaian
[Rp.000) (Rp.000)
i [z} 13) i4) i 18} m (L] i9) (1a) 111 i1z
X Program Kab Malang Foracitase 0 S01.850 | Program Kab Malang Persentags =l M09, 253
peningintan pencopalnn peningksinn i o e
prlayanas pabiic pelayuoan pelayanen publik pelayini
bl ang perizinan di bidang . perisinam di
perakonomian dan bidang perelconominng dadn Tl aaig
soslal budaya prrekoensmion sasbil budaya
dan sosial dan soaial
Budaya yang Budays yang
tepat wakin tepat walktn
1 Palayanan werifibas Eab: Malang Jumlah fzin yang | 1500 dzin §£3.970 | Pelayanan perizinan | K&D Malang Jurmlah igin yang | 1200 izin 124,355 | Besusi analiis
periznan bidang diverifikasi ik diterbithan Eeebrstuhia
perakapemian don kesehatan
2 | Bosinlises: dan Eab: Malang Jumiah sogiakisasi | 12 kab 250,000 | Sosilisas| Stendmr | KabMslang | Jumlah ioyang | 1500 isin 161.056 | Besusi analiads
Informani perianan yang dilak=aruahun operagional diterbitkan kebutshan
bid pershunomian Pelayanon peri@nas
dan somial budaym kepada aparatur
. dan masyarakok
3 | Pelayanan perisinan | V2D DIaiang Jumilsh isin yeng | 600 ixin, 57.890 | Pemetann potensi | EabMalnng | pumlah isin yang | 1200 isin 123851 | Besusi analisis
perhitungan ditetapkan 1 sekior peridinan diterkskan kebutahan
penstapan dan perhirungannaf SK [ dokumen hidang
penerbitan izin bidang RD, jumlah perekonednian dan
arndan dan petigaduan yang sniz] hudsym
aagial budaya diselesaikian
3.358.0T2 JUELANH 4. B0 000
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2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Penjaringan  aspirasi masyarakat melalui Musvawarah
Perencanaan Pembangunan [(Musrenbang) Tahunan yeng diawali dar
tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten berfungsi sebagai
forum untuk menghasilkan prioritas pembangunan dan kesepakatan
stakeholder mengenai rancangan RKPD dengan menitikberatkan pada
sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta
kebutuhan riill masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan
kabupaten Malang.

Layanan perizinan investasi dan layanan perizinan berfungsi untuk
menertibkan semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat agar
melakukan izin sesual dengan peraturan perudangan yang berlaku dan
agar mendapatkan perlindungan secara hukum. Manfaat dari memiliki
izin adalah dalam mengembangkan usaha/kegiatannya dapat memperoleh
bantuan dari pemerintah berupa pelatihan, bantuan dana, promosi dan
pemasaran hasil produksi. Program dan Kegiatan yang diajukan dalam
Musrenbang setiap tahun belum berorientasi pada kebutuhan
masyarakat, namun demikian semua program dan kegiatan yang dimilila
mendukung kegiatan masyarakat dalam bentuk layanan investasi dan
layanan perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Namun berdasarkan hasil usulan dan program dari masyarakat,
tidak ada program dan kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.
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Tabel 2.4

Nao.

Program [Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Volume

Catatan

=L LT

NIHIL ----




EBAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGHAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pelayanan Publik telah menjadi isu yang mengglobal di seluruh
Wilayah [ndonesia. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang
penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan mengedepankan pada prinsip-
prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta
memperhatikan potensi dan keanckaragaman daerah dan membeérikan
kewenangan yeng luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah
secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian,
dan pemanfaatan sumber daya nasional. Selain itu juga berpedoman
pada Peraturan Pemernntah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota,

Sesuai amenah dari UU Rl Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik yang merupakan tindak lanjut dari KEPMENPAN
No.63/KEP/M.PAN/7 /2003 tentang Pelayanan Publik yang dilaksanakan
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan
perundangan, maka Pemerintah Daerah menyambut baik sebagai
Penyelenggara Pelayanan Publik. -

Perhatian Pemerintah terhadap pelayanan Publik semakin nyata
dengan dicanangkennya Tahun Peningkatan Pelayanan Publik pada 2004
vakni pelayanan terbaik oleh pemerintah yang memuaskan harapan
pelanggan dengan mengutamakan prinsip-prinsip mengutamakan
pelanggan, sistem yang efektif, melayani dengan hati nurani, perbaikan
berkelanjutan dan memberdayakan pelanggan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah
Perangkat Daerah yvang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang
mempunyai kedudukan, tangungjawab dan kewajiban yang sama dengan
perangkat daerah lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi
pelayanan publik, Hal tersebut tercermin dalam melaksanakan public
service selalu mengacu pada standar pelayanan yvang telah ditetapkan oleh
Pemerintah.
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3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tujuan

Perencanaan program dan kegiatan yang berkesinambungan dari
tahun pertama hingga tahun kelima merupakan rangkaian program
kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis perangkat
daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah tahunan merupakan
implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengacu pada RKFD
Kabupaten Malang.

Rencana Kerja Tahunan akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun kedepan dalam rangka mewujudkan misi dan menetapkan tujuan-
tujuan:

1. Meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
2. Menmngkatkan pertumbuhan investasi.

Dengan indikator tujuan adalah ;

a. Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu;

b. Persentase peningkatan nilai investasi

Basaran

Sasaran  organisasi yvang ditetapkan pada dasarmnya merupakan
bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa
tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan
atau operasional organisasi yvang akan dilaksanakan. Sasaran diharapkan
akan memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan secara
spesifik, terinei, terukur dan tercapai.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta
mengacu pada arahan tujuan yvang telah ditetapkan, maka "sasaran yang
akan dicapail sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyvarakat;
b. Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi.

Indikator sasarannva adalah :

- Persentase peningkatan pelayanan perizinan vang tepat waktu;
-  Persentase peningkatan jumlah investor;

- Persentase peningkatan nilai investasi.

3.3 Program Dan Kegiatan

Program Kerja pada dasarmya merupakan upaya untuk
mengimplementasikan kebijakan organisasi dan penjabaran secara rinci
langkah-langkah yvang diambil dan dirumuskan dalam bentuk kegiatan.
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Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu mempunyai 10 (Sepuluh) Program, 34 (Tiga Puluh Empat) Kegiatan
sebagai berikut:

A. Program

1.
2.

3.

"o 0

WeNoome LR W

—
L B = O

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,;

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Frogram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan;

Progran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi;

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama [nvestasi;

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi
Administrasi Pelayanan;

Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pembangunan dan
Kemasyarakatan;

- Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan

Sosial Budaya.

Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
Penyediaan Jasa Administrsi Keuangan;

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

Penyediaan Alat Tulis Kantor;

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor;
Penvediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
Penyediaan Makanan dan Minuman;

. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah;

. Rapat-Eapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah;

. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; ;

. Pemeliharaaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
14,
15,
16.
Y,
18,
19,
20.
21,

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

Pengadaan Meubeler;

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi;
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun; >
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
Penpadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;

Pembinaan Investasi Bagi Dunia Usaha;
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22. Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
23. Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal.

24, Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi:

25. Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal;

26. Penyelen ggmaan pameran dan Fasilitasi Kerjasama Investasi;

27. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala {IKM);

28. Evaluasi Sistemn Informasi Pelayanan Berstandar [SO:

29, Peningkatan Pelayanan Perizinan Penataan Ruang;

30. Peningkatan Pelayanan Perizinan Pembangunan;

31. Peningkatan Pelayanan  Perizinan  Perlindungan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

32, Pelayanan Perizinan Pendidikan dan Kesehatan: g

33. Pelayanan Perizinan Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata;

34. Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan dan Jasa;

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan mengacu pada pencapaian visi, misi Kepala daerah
terpilih MADEFP MANTEP MANETEP serta memperhatikan tugas pokok
dan fungsi perangkat daerah sebagai pelayanan publik.
Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu merupakan program kegiatan vang memiliki tujuan
untuk peningkatan investasi dengan memberikan pelayanan perizinan
yvang memadai. Beberapa program dan kegiatan sebagian dilaksanakan di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khusus
untuk pelayanan administrasi dan sebagian dilaksanakan di beberapa
wilayah kabupaten Malang untuk kegiatan pengembangan potensi
unggulan, koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal,
peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal
dengan instansi pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman
modal, memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi,
pengembangan sistem informasi penanaman modal, pengawasan dan
pengendalian teknis dan sosialisasi.

Isu tentang gender meéwarnal penyusunan AanNggaran yang
dimanfawtkan oleh laki-laki dan perempuan vang membutuhkan layanan
publik., Kecenderungan mengurus izin dilakukan oleh laki-laki dan
perempuan menguasakan pengurusan izinnya pada laki-lalkd, meski izin
kegiatan untuk usaha atau perusahaan adalah milik perempuan namun
pengurusan ijinnya diserahkan pada laki-laki. Standar operasional
pelayanan perizinan yang diterapkan tidak membedakan antara laki-laki
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dan perempuan sehingga diharapkan perempuan dapat mengurus sendiri

keperluan izinnya.

Dari 10 (sepuluh) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan vang akan

dilaksanakan pada tahun 2019, terdapat 2 (dua) program dan 2 (dua)

kegiatan yang responsif gender, vaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan
Kemasyarakatan dengan kegiatan Pelayanan perizinan Penataan
Euang;

2. Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi dengan kegiatan
Pembinaan Investasi Bagi Dunia Usaha.

Adapun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada pada tabel 3.1 sebagai
berikut:
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Tabel 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FPINTU KABUPATEN MALANG

Reacana Tobun 3019

Haods Pemesintahan Dasrak/ Program / Keglatan Target Sanihor Target
Propram / Kegiaton Lolasd Capalan Fagu Indilntif Dt Capaian Pagii Lid et
= Kinerjs it Kinerin
5 12919, 101 Program Peloyanan Persentase Pemenukan | oD Malang 100% 1.507.945,000 (SR 100% 2.600. 395,000
Administros) Perkontooan Operasional
Perkanitoran -
2,12.2.12.1.01.01 | Penyedinan Jasa Surat Jumiah registrasisurat | Fab. Malung 16.000 bush 04.501.000 | DAU 16.500 bush 165,000,000
Mlemyucat masuk dan ausai keloar
2,12.212.1.01.02 | Penyediaan Jasa Jumiah penyedisan Tab Mleng 12 bulan 62.B0E 000 12 bulan 109,560,000
Esrmuailast sumber Doyn Hatsik, air minam/air DAt
air dan Lisirik bersih, ielekomuniknai
dan intemet
2.12212.1.01.07 | Penyedinan Jasa Jumiah pejabst pengeloln | Kab. Maling al0n 553.803.000 | DAU Sz R D66, 136,000
Administrasi Heuangsn adminiatras  leuangan
[LEl=] —_
2.12.2.12.10L08 | Penyedinan Jasa Jumiah peratstanbahan | Rab. Malang TP Jaci 6.625.000 | DAU 19 Jenis 11.557.00C
kebersikian Kanior kebmraihan Fang
diadalesn (jenis) i
2.12.2.12,101.10 | Penyediaan Alat Tulis Jumiah Alat Tulis Kantee | K8b. Malang 52 Jenin 184.791.000 | DAU 52 jenis B2T.342.000
Kantor. vang dissdiakan (enis|
2.12.2.12.101.11 | Penyedinan Harang Jumiah barang cetakan | Kab. Malang 19 Jenis 217914300 | DAU 19 jeniz 380.120.000
Cetakan dan Pengeandaan. | yang diserhiakan (enis)
2 19.9.12.1.01,19 Penyediaan Kormpatien Jumiah Enb. Malang 10 Jemim 20,175 0000 L 10 j=nis ARG, 200, D00
inetnlmay Listrik/ kompanen alal-alarn listrik
Penerangan Bangunan dan eleltronile (jenis)
Eantor.
212.2.12.101.16 | Penyedian Bahan Bacaan | Jumish bahan hacaan | Kab. Mafang 24 eksemplar 1.578.000 | DAU 24 eksemplar 2.400.000
) dam Peraturan Perundang- dmn peraturam .
Lindangan hpreruirdang-undangan
yang disodinkan (i) -
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Urssan/ Bideng Urusan s Winsikin, Takiies 2019 Tahun 2020
Kade Pemorintahan Daerah/ Program /Ks “"L Target Target
Program [Heglatan Lukasl Capaian Pagu Indilmtil ““"’“M Capainn Pagn Tadilcatif
= Hinerjn Kinerja |
MEnuman. minuman harian,
pegawsi, rapat dan tnmu
yang disediakan
4 129.12.1.01.18 Rapai-Rapat Hoordinesi Jumlah pegawni Luar Eab, Maleng 151 HOK [B3.00 1. OO DALl 1650 HOE % 19, 290,000
dar Konsulias ke Likgr memenuhl penngasan
Daerah. dinaa keluar deerah
. {HLIE] L
0.12.9.12. 1.0, 19 Rapal-Rapat Koordinas Jumlah pogaws Eab. Malang 183 HOH 0 TOE. OO0 DAET 250 HOK B7.200.000
dan Konsultmel ke Dalam mermenithe penugasan
Daerah, dinna dalam daerah
. (HOH]
A 192.9.12. L.03 Progruia Fenlngimtan Persentuse prmennhan ¥ah. Mal=ng 10HFE 202.429.300 1000 B 10, 100, 000
Sarnna don Frasarsna sarans dan prasarams
2.12,2.12.1.02.09 | Pengndann Peralatan Juminh peralatan gedung | ol Makng 4 Jems S0.44B.000 | DAL Tienis B8, 000000
Gedung Kantar kantor yang diadaken
9123 13,109, 14 Pemeliharaan Jumlah gedung kantor Enb Mabsng i Jenis LBE_SIT.000 (WA 1 wnis 200, 500, 000
Rutin/Bearkala Gedung yang dipslthars
Kansior. rulin{bnhlllj[mld §
9.19.2.13.1.02.16 Peineliharaan Jumlsh kendarnan roda Kah Malang 12 Urdn 434549000 DAL T2 urut 78,800,000
Ritin/Berkaln Kendaraan | empat dan kendarann
Climas f Operasional, recka dun yang dipelihacs
rutin berkala. "
% 19.%.12.1.02.20 Pemeliharsan Jumdak peraiaton Kak. Malang 5 Jems 16.855.00680 TR B jenda a9 400000
Ruten fBerkala Pernlatan medung kaninr yang
Cedung Kantor, dipeiiharn. . o
Pengadasn Meubeler Jumiah meulbeler yang | Kab. Malang 1 Jenis 15.155.000 | DAU 1 jemuin 26.400.000
diglakrn
L
b



Oresan/ Bidang Tresan Tahun 30320
Kode Pemerintahan Dastab/ l'liwl Wt 38 ol Target —— Target
Pregram  Heglatan Lakmei Capalan Pagn Toed Beatif Capaian Pagu Indileatid
- Himerjs e Kinerjn
2.12.2.12.1.06 Progran Persentase Dokumen Kab. Malang 100% 5.025.000 | DAU 100 12.958.000
Pengembangan slistem Pereneanaan, Laporan
Kinerja dan Heoangan. Peranghmt daorah yung
tepat wulrts %)
212212, 1.06.0] | Penyusunan Laperan Jumish doloumen sakip | FAb: Malang 7 buku £.448000 | DAV 7 bk 11.248.000
Capaan Kinerja dan (bl
Ikhtisar Realisasi Kinena | jumish doloumen renstra .
Jumlah dekumen renja
) — | frul
2.12.2.12.1.06.04 | Penyusunan Laporan Jumlah laporan Kak. Malang 3 bk 1.577.000 | DAU 3 buku 2,780,000
Keupngnn Akhir Tahurn. kenangan akhir tahun
s incani,
2.12.2.12.1.17 Program peningkatan Persentase Peningkatan | Fob- Malang 100% 189.766.000 | DAU 100% 331.000.000
knpasitas Sumber Daya Hapasitns Feogawsd &i
A pars ter Perangleat Docrak
912212 1.17.68 | Brnblagas t=lkmis Iumlnh pegawd Yang Malsng, Surabaya, 20 orang 189.755.000 | DAU 30 arang A3 1000000
implementas] peraturan miengikuti Bimbimgan Jakarta
perundang undangai Tekn:= implementasi
peraturan porandag-
urlungan e
Progrm pealnghatan Persentune Penonjung Knb. Malary 100% 22.103.000 | DAU 100% 56&,000.000
disiplin Aparatar Hinesja
Pengadaan Pakaian Khusus | Jumish pemyediaan Hab. Malang 160 Stel 22,108,000 | DAU 160 sted 55,000,000
Hari-hari Terlentu pakaian olahragn) Batik




Urusan / Bldang Urnsan Indikator Rencana Tahiwn 3019 Palonss 9071
Hods Pemerintahan Daerah/ ey Target Seiber Torget
Program / Keglaton Lavicasd Capalan Pugu I Geatif B Capadid Pugn Indilcatif
Hinerja Einerja —
2122.12.1.10 Frogram Pengendalian Parsentase Hab. Malang B 301033000 | DAL B GE2. 10100
den Pengawasan Investas] | investor techadap
peruiuran perundnng-
undungan
2.12.2.52.1.10001 | Pembinann Invesiss: bagi - Laporsn hasil Kab. Malang 1 dokumen 112653000 | DAY 1 dokumen 158 ST 500
dumnin usahs pembinaan ke
peruaahaen yang
dilakmxnakan .
Juibels 1 leal 1 keall
sosialiaas fpembinoan
perusalman yaig
clilabeaanakan |
2.12.2.12. 1,108 | Pengolahen don Hab, Malaag 1 dolosmen 164573000 DAL 1 dokumen 985,76, .00
Pongembangan Satern Jumlaoh dolauresn Prodil
Informasi Penansman perusalaan
Mindal o
2.12.2.12.1,10.08 Jumiah pemartauan Kab, Malang 160 kel 113.967.000 | DAU il 19,800,000
Pengendalian dan yong
Penpawesan Pensnaman Diekumen hasil
Maedal pengendalian dan 1 Dodrumen 1 Dolumen
. Pongpwaran
2.12.2.12.1.09 Program Penisgkatun Persentase peningiatan | HAab. Malang b 1.262.605.000 | DAU % 2,207, 922.000
Fromosl dats Kerjasanns jaminh Inwestar
Invreatoel
21221210001 | Penyusunan Dokumen Jumish Buku pemetsan | Fab- Malang 1 dokumen 175.881.000 | DAU 1 dokumen 206,500,000
Pemetasn Potensi dan patensi
Peluang [nyvestasi
2.12.212.0.09.02 | Peayusunan Dokumen Disleusmen Befeani Hab. Malang 1 dokumen 134474000 | DAU 1 dokumen B34, 700, 500
Perencanasn Penasaman Umium Penansmean Modal
| L EN P
2,12.2.12. 10003 | Penyelenggusann pameran | Jumlah keikutserinan 'D&lB'I'I'I-‘aIm Luar E_IEHi OF2250.000 | DAl 2 kali i-ﬂﬁ-m.ﬁg
dan feailitasi kerjzsams dalam pamermn investasi | Negerd % palon 2. calon
investas) dan jumlah calon mvestor I investor
yang teriasditass =
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Rencana Tahun S01E

Frakiraon Maja FKemcans

Orusas { Bid ang Urosan Indikator Kiner} o) Catat Talms D030
Kade Femerintahan Dascah/ Program/ Kegiatsn Target Bumber | Pesting Target
Program [ Keghaton Loloasi Capalas Pagn Indieatif Dracs Capaian Paga Iadileatif
|- | _Einsrja Kimerin
2.12.2.12.1.06 Program Peniagkotan Cakupan penangenan Kab. Malaag 100% 60.194.000 | DAU 100% 105,000,000
Sistem Pengawasan masyauraiot
Internal dun Stasdarisasi | socom miessil dan
Adminkstrus] Peloyanan slapdarisasi ad malstrosd
pelnyunan |
2.12.2.12.1.06.01 | Pelaksannan Pengawasen | Jumilsh sposen sareey Fals. Mt aog | Dokumen 14.332.000 | DAU ! dokumen 25,0000
Internal secarn beckala kepunsan masyarakst
{IEM]
2.12.2,12.1.02 Evaluasi Sistem Informasi | Jumilah sdminiatrasi Mo Ty 1 sertifilat aESER000 | DAL 1 mertifikat B0, 000000
Pelayanan Berstandar [5G0 pelaymnan yang
berstandar
212212107 Progrom Penlnghatan Perssntose penowpalsr Kab. Malasg 20F% A26.649.000 | DAL 205% S69.TO3., (DD
an Publik bidmng pelayanan perizinan di
Pembangunan dan bidang pembangutn
Hemasyaralmtan den emasyurioian
waletu
Peninghatan pelayanan Jumilah tein yang Enb, Malong 1500 i=in 106,913,000 | DAL 1600 izin 186, 494,000
perizman perindasm A diterbitkan
Pemingkatun pelayanan Jumlah #in yang Kab, Malang 3000 izin 132,561,000 | DAU 2100 izin 231.235.000
periznan penstasn ruang | diterbitkan
Peningkatan palayanan Jumiah min yang Kab. Malang 750 izin 43,285,000 | DAU 850 izin 152,064,000
prngeidaan lingkungan
hidup
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Praldraas Maju Roacans

Urusen/Bidang Urasen Indicator Rencana Tabon 2019 ks Tahin 2020 .
Kaods Femerintaban Dacrah/ Progra r!ql-ujn Turgnt Samber | Peating o i
Program fHeoglatan Lokaai Cupain Pagn Indilkatif D Capalan Pugn Tnd loatif
: Hinerjn Kinerjs
%.19.2.12. 1.08 praingkatan Perssntase peocapaisn | Hab. Malang 0% 409 262 000 | DAU a0% 713900, 000
pelayanss publik bdang peloyunan porieinan di
perekonomias dan sosial
budays | dan sosinl Budays yeng
= . tepat walcn . _—
imi Jumilah ixin yanp Keb. Malang 1200 ixkn 124, 355.000 s 1500 izin. 216.920.000
pendidikan den kesehatan diterbitian
Pelayanan Perizinan Jumilah izin yang Hab. Malng 1600 man 161,086,000 | DAU 1500 iein QB0 SS0, D00
, Perinalusirian | diterbitian
dan Parrwiaata
Pelavanan Perizginan Jumiah izin yang Kab. Mabsng 1200 i#n 123851000 | DAU 1200 iein
o dan: Jans | dberbilinn 216040000
JUMLAH 4.500.000.000 7.849.609.000
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGEAT DAERAH

Uruses | Bidang Umasan Indikater Kinesfs Rencans Tahun 3018
Kode r—-hhlhru m:;l.i Program/ Kegiatan Lodoasi Target Capaian Pagu Indileatif ml: Pemting
1] i @ 14 P]E: ! 18] (2] T
2 19.2.12.1.01 Program Pelsyunan Administrasl | persentase Pemenuhsn Eab. Malang 100 1.507.945.000 (§T3N,
Ferknntoran ) Operasional Perkantoran
2 19.2.12.1,001.01 | Penyedinan Jasa Surat Menyurt Jumlakh registrasi surst masuk Kab, Maling 16.000 buah 94591000 AU
) ) dan surat keluar
319220200102 | Penyedinon Jass Koo Jumlah penyedisan listrile, air Kab, Malang 12 bulan 62, 808.000 e
sumber Doy air dan Listrik minuwm/ air beradh, telekomunilknsi
dan |ntermet (bualam)
212.2.12.1,01.07 | Penyediaen Jass Administrasi Jumlah  pejabal pengella Hab. Maling 5108 553863000 | DAU
Eeuangsn administras: keusngen (E] '
% 19.3.19,1.01.08 | Penyedinsn Jass kebersiban Kantor | Jumish peralaton/bahan HKab. Melang 19 Jenis 8625000 | DAU
he=bersihan yang disdaian {jemnis| _
2 12.2.19.1.01.10 | Penayodinan Alat Tulis Kastor. Jumlah Alat Tulis Hantor yang Kab. Melang 52 Jenis 184.701.000 | DAU
disedinian (jeris) -
L1010, Penyedinan Barang Cetekan dan Jumlah bamang cetaken yang Kab, Malang 19 Jenis 217.904.300 [EETT]
2.13.2.12.1.10.11 e e Hjenisi | :
5 19.2.19.1.01.12 | Penyedisan Komponen mmstalas Jumlah penyediasn hamponen Kab, Malang 1k Jenis 20, 175000 DAL
219,191 .01, 15 Bohan Bacaan dan Jumlah bshan  hecasn dan Kab, Malang 29 jenis 1.37R.000 DAL
AR AT Peratiiran Perundang-Undangan peraturan  perundang-undangan
yung disedialan (jenis)
a1ealn 1_01' 17 Penyediaan Makanan dan Mmumsan, | Jumlah makenan dan mingesan Kab, Malang 2700 HOK 123,505,000 DAL
; yung disehalan : 5 -
2.12.9.12.1.01.18 | Eapal-Eapat Koordinmsi dan Jumlah pegawai mernenshd Lugr Kab. Malang 151 HOK ' 1B3.001,000 L)
' b : Konsulissi ke Lasr Desrah. penugasan dinas keluar dacral -
(oK
Fapat-Rapat Roordinesi dan Jumlah pegawan mernenuhd Kah. Malang LB3E HOK o TE5,000 DAL

212.2.12.1.01.19

Eansultas ke Dalam Dasrah,

perugasan dinas dalam daerah
[HOK)




Urusas/ Bidong Ursest il Rencana Tabun 2019
Kode Pemerintahan Dacrah/ Pl Target Capaian Bumber | VAN
Program [ Eeglatan FEREINT g S Pagu [ndikatif Daxa Penting
11} = @ 3) ) i) (] m (8l
" 19.9.19.1.02 Frogram Peninglatan Serans dan | Fersentose pemenubnn Farase Hab. Malang 1009 A9 425, JOD
Prasarana Aparstor. dan prasasann ponunjieg
ot o -
2.172.2.12.1.00.09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantes Kab. Malang 4 Jers 50448000 | DAU
yonyg chladakan
0 19..12.1.00.14 | Pemelihaman Rutin/Berkals Jumlah gedung kanior yang Kab. Malsng 1 Jens=s 1845, 537000 DAL
Gecung Hantor, dipelihara rutin /berkala (jenis)
g.192.9.19.1.02. 16 Pemelibaman Futin/ Berlalks Jumbal kendarasn foda empat Kal:, Malang 12 Linik 43.454 000 DALl
Hendarasn Dinas/ Opetasional, dan kendarsan rode dus yang
- dipelihara rutin/berkela :
o172 1% 1.02.90 Pemeliharsan Futin ) Berlala Jurrlah peraiatan edung kantor Kab. Malang £ Jenis 16855000 DAL
Peralatan Gedung Kantor. yang dipelihara. .
Pengadaan Mewbeler Jusmlah meubaler veng dindakan kab. Mnlang 1 Jemnis 15,135,000 DAL
0.12.9.12,1.06 Persesitass Doloumen Hsb. Malang 100% 8.025.000 AL
Pengembangan sistem Felaporun Perenoansan, Laporms kesnagun
Capalon Einerjs dan Eeaangas- dan kinerjs Porsaghat dsernh
; yang tepat walin (%)
2.12.2.12. 106,01 | Penyusunan Laporan Jurniah delcumen salip (bula) Kab. Malang 7 baidew £.248.000 | DAU
;::mqn ﬁ lichtisar Renliaasi Jumiak dolumen ronstre [bulos)
RS Jusmlah dakumen renja (bulu) _
2.12.2.12.1.06:04 | Peryusunan Laporan Keusngnn Jumilah laporan keuangan skhis Kab. Malang 3 buku 1577000 | DAy
Akhir Tahun tnhan (bl
2.12.2.12.1.17 Program pemingkstan knpusitas Persentase Peningkatan Eah, Malang 1005 189,755,000 | DAU
Sumber Duya Aparatar Eapasitns Pegawal di Peranglat
Dasrah
Ei?_‘l 1211703 | Dimbingan telknis moglementns Jumlsh pegewas yang mongikut Malang, Sursbaye, Jekarin 20F CrRng 182, TE5.000 (=14
peraturan perundang-undangan Bimbingen Telnis mmplementiz
peraluran perucdang-undengan
Frogram peaingkatas disiplin Fersentase Penupjang Kincrja Kab. Maling 100% 32.103.000 | DAD
Aparatur Aparaior
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Reacans Tohun 2016

pelayanam

Urusan | Bldang Urusan Indikater Kinsrjs s
Kode Pemerintahan Dasrah/ Target Capaian Bambar | CAtaten
Progrum/ Kegiatan e e s ba— _ Hiaerin - leantitaain Dumn | FetinE
1) = i3) (4 5] 18 m 18)
Pengadaan Pakaisn Khusus Har- | Jumlah penyediaan peksian K- Mnlang 160 Sted 32103000 | DA
hir Terteniu alnhragn/ Batik
212212.1.10 Program Pengendalian dan FPorseniase kepainhan investor Eab, Malang B 391,033,000 DAL
Penguwasas Investnsl torhadup peraturan perundsng-
undangan
9.19.2.52.1.10.01 | Pembinaan Investasi bag dunia - Laporan hasil permbinsan ke Kab. Malang ¥ doumen 112.603.000 nAU
issaha perusahann yong dilaksanakan
. Jitnlah sosinlsasif pembinman
perusabaan yungg dilaksansioan 1 kendi
2.19.212.1.10.02 | Pengolahan dan Pengembangan Jumlah dokumen Profil Kab. Maimng 1 dokumen L£4, 373,000 DAL
Siatem Informasl Penanaman Modal | perosahaan
9.19.2.12.1.10.03 | Pengendstian dan Pengawesan Jutnlah pernantausn yang Kb, Malang 160 enli 113.967.000 | DAV
Permsaman Modal dilaksanakan
o .
Naloemen hasil pengeodalian dan 5 Yy
2,512,219 1.0 Program Peninghtan Promosi dan Persentase peninglntan juslah Haob., Malang % 1.262.605, 000 DAL
Herjasamn Inwestosi imvestar
Tli.i.li.l.'l}'?.ﬂ-'l. Penyusunan Doloumen Permstasn Jumlah Buky pemeinnn pobensd Eab. Malang 1 dokumen 175,881,000 AU
Patensi dan Peluang Investas
2.12.9.12.1.09.02 | Penyusunan Dokumen Perencansan | Dokumen Remcana Umum Enb. Malang 1 dokumen 134,473 000 AL
Penanaman kModal Tenanarman Modal
2.12.9.19.1.00.03 | Penyelenggaraan pameran dan Jumlzh kedkstasrtaan dalam Calam dan Luar Negers 2 heald Q73250000 ALl
Fas:litasi kerjasama investasi pameran inveatasi dap jumlah = calon investar
cabon inyvesior VRAg teerfmmi A
2.12.2.12.1.06 Program Peningkmtun Sketem Calupan peasnganen peagiduan Haob. Malang 100 &0, 194,000 DAL
Peagownsan Internal dan masyarnkat secara inteasif das
Stondarieas Administrsl s:andirisasi admoksirasd

Pelayamgn
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Pelayanan Perizinmn
Estenagakerjaun dan Jass

B Urusan Bldang Urusan Iadikatos Kinerin
Hsd e Pemerintahan Daerah/ Turgst Capalan | Sumber Catatan
Kegiatan Progrun | Heglotan Lakesl Kinerjn Pogn Indilcatil Dmnm Penting
{1} 12} 3] 4 =) 16} ) [
2.12.2.12.1,06.0]1 | Pelaksanass Pengnensan Internal Jumilah [aporan survey kepuasan Kab. Malang 1 Dokuamen 14,332,000 DAL
secars berkala TKM) magyarakat
2,12.2.12.1.02 Evaluasi Sistem Informasi Juminh administrasi pelaynnan Kab. Malang 1 sertifikat 45852000 |  Dau
Pelayanan Barstandar 150 yang beratondar
212212107 Program Peningkatan Pelayasan Fuorsciinse pencmpaian Kab. Malang 205 A26.649, 000 Ll
mm: bidang Pembangiaen don p-'lq-uﬂ j-u!i:ndlhﬂm
Hmm nsyoralntan
h:uu,mhtﬂ vang tepat
wlktu
Peninghatan pelayanan periminan Jumilsh imm yang diterbatian b, Malang 15040 i N0k, S 3000 DA
1 TS
Peringhatan pelayanan perizinan Jumlah igin yang diterbitkan kb, Malang AD00 ixin 132.561.000 | DAU
penAlaan FUATE o .
Peninghatan pelayanan periziran Jumlbsh izin yaag diterbitkan kab. Malang TR izin 43285000 | DAU
perlindungsan pengololaan
| linghungan hidup
>, 123,12 1,08 Fregram peainglkstan paloyanan Persenfasa pancapaia Eab, Malang % AR, 22 RO AL
pablik bidung perelonomian dan pelayunan perizinan di bidang
sosinl budayn dian soainl Budaye
yung tepul wakta
Pelayanan perisinan pendedilcan difi Jumlah itin yang diterbdkan Eob. Malang 13060 121 124 355000 DAL
ksehatan
Pelayanan Perizinan Perdagangn, Jumish izin yang diterhithkan Eab, Malang 150X izin 161.056.000 DAL
Perindustrian dan Fariwsenia
Jurnlah iin yang diterbitkan Kab. Malang 1200 izin 123.851.000 | DAU

JUMLAH
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Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu merupakan pedoman dalam melaksanakan program
dan kegiatan satu tahun kedepan dan prakiraan untuk tahun
berikutnya yang menunjang pelayanan terhadap masyarakat, berupaya
agar pemenuhan kepentingan masyarakat (public interest] maupun
penyelesaian masalah-masalah masyarakat (public affairs)] dapat
dilaksanakan dengan kualitas vang memuaskan dan tidak seadanya
meski ketersediaan anggaran kurang mendukung.

Berdasarkan pada kondisi tersebut dari sisi sumber daya dan
potensi yang ada dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu secara optimis dipandang sebagai peluang.
Perlu pula komitmen dan gerak langkah yang sama (sinergis)
antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dengan berbagai Perangkat Daerah teknis di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang dalam berbagai bidang kegiatan yang menyanghkut
pelayanan publik, sehingga harapan memberikan pelayanan yang
sesuai keinginan masyarakat dapat terpenuhi, mengingat bahwa
tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu adalah sebagai penvelenggara pelayanan investasi dan
pelayanan perizinan.

Sebagai penyelenggara kegiatan layanan publik Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berharap dapat memperoleh
masukan, kritik dan saran guna menunjang pelaksanaan pelayanan
sesuai harapan masyvarakat Kabupaten Malang menuju sejahtera
dapat terwujud. Untuk itu perlu selalu introspeksi dan evaluasi seria
inovasi dan perubahan menuju layanan publik yang semakin baik.

Demikian untuk dilaksanakan.




BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019
Nomor : 050/5577/35.07.202/2018

Pada hari ini jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua
ribu delapan belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Alkhir
Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Malang
tahun dua ribu sembilan belas yang dihadiri tim penyusun Renja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Malang
Nomor : 188.45/246/KEP/35.07.013/2018 secbagaimana Surat Keputusan
Bupati Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :
MENYEFPAKATI,

Kesatu : Tim Penyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu
Pintu Kabupaten Malang Tahun 2019 sudah dibentuk sebagaimana
amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,

Kedua : Sistematika Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu
Pintu Kabupaten Malang Tahun 2019 sudah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;

Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten
Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan
Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.

Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun,
termasuk lokasi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Satu Pintu Kabupaten Malang sudah sesual dengan rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan
pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi
kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor
18 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2019 .

Kelima : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu wajib
melakukan analisis gender yvang dituangkan dalam Gender Budget
Statement (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi
lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

! ';-"" ‘Herawanto, MP
= %+ Pembina Utama Muda
NIP. 19621219 198903 2 005 NIP. 19661126 199303 1 004




CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERIA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

Mama FD - DINAS PEMANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

BAGIAN
1 | PENDAMLULLAN |
Latar Belakarng

3 Pengertian ringkas Renja 1 v

Proses parmussunan lanjs v

Eeterkaftan  Rancangan Akhir Renjfa  dengan|
Dokuman RKFD 2009, Renstra PO sebelum
perubehan dan rencans pavehahan leretrs sesuai
RPAMAD 20062021

Tindaklamutnys déngan proses penyusunan ARE0

1.2 flsndassn Hubm Dagar Hubum sesusl dengan peraturan pemundang|
undangan

Uralan Mals ud dan Tujuan penyussnan Eenja v

Uralan pokok bahasan dalam perulisan
Perangkat Deersh s=rta susunan garis besar ]
dﬂmwhmﬂiﬂmmﬂ

i ]mmmnrhm

I |Evahesi  Pelaksaraan  Renja Eafan review hasil evaluasi pelaisanaan Renja|
Tahun Ll dan Capalan Renstra Takwn lals (n-3) X
(Tabel 2.1) Peskirnan capaian tahun berjalan (n-1} v

Capaisn taget Remstra PO berdasarkan neaisasi
progfam kegiatan pelaksanaan Benja PD tmhan- Y

4 Faktor perpebab tidak tercapainya, terpenuhinga
atau rehebdhi target lanerjs programykegatan;

5 imphikas yarg tenbul terhadap tasgel capain
Pragram Renstra Perangiat Deersh;
6 Kebijaksn f tindeskan perencenaan  dan
penigangEaran  yang  perlu  dismbd  untuk
mengatasi faktor pervebab tersebat

2.2 |Anraficis Kinerja Pelayanan PO (Tabel | Capalan Wrorda pelayanan berdasarian indiator
2y kinerja yang sudah ditentulan (K, KM, KU, KD,
NSPE dan SPM| sesusi tugas dan fungsi PD dan|
H!mmmnﬂ

2.3 |lsu-su Perting Penyelenggaraan Tingkat kierls pelayanan PO ¥

Tugas dan Fungsd PO Permasalahan dam hambatan ypang dihadapd|
dalam penyelanggaraan fugas dan fungsi PD

Dampak Terfldap pancansien Tujuan dan sadaran
FD.mHmmWhum W
sapi P, SDGE

Tantangan can pekiang delam meningkstkan)
|_peiayanan PO

Formulasl  isu-isy  penringrebomsendad
ik Lanjut |

14 |Review terhadap Rancangan Akhir | Membandingtan BKPD Rancangsn swal :

REPD [Tabel 2.3) analls kebutuhan

Alasan dan catatan penting perbedaan L
25 |Penelsshan Usulan Progren dan Benguraikan hask Enjlen Terhadsp
Keglatan Masyarakst (Tabel 2.4) program/kegiatan yang divsullan alsh

kepentingan, L5M, awoslasi, Perguruan v
maipur  Perangkat  daevahl serta o
Musrsnbang Tabur 2009 [yang dilskianaken &
Tahus 2005)

B[ TUILAN DAN SASARAN PERAMGHAT DAERAH




EESEFLIALN
"o BASIAN s Cesugi | 238 Tidak | Ticak REKOMENDASH
Sesual | Ada
3.1 |Telsabaan terbadap Kebijakan Telaaharn terbadap srab hebdishsnm dan
Naiinal pemhangunan nasional yang ferkail dengan W
dan fungs 0

32 dan Sazaran Rengs B0 Ryrmusen tujisan dan weiaran bevcasarian
penting penyelenggaraan fugas dan fungsl "
yang diksstkan dengan idrena Rerstra
Daerah f.

13 |Program dan Kegiatan (Tabed 1) Mpnjelasian  program  dan  loeglatan Kegiatan yang meengakomo-|
dilsksanakan pada Tahun 20019 dan porkiraan ’ PG skan mum
mhun 2020 dalarm GBS dan KAK

larmpiran RIA PO

P |RENCAMS KERIA DAN PENDAMAALN PERANGAT DAERAH
wmmmwma{
berdaiarkan AEPD 1015 yang terdif dar program
dan keglatan sevta sumber pendaraan yvang dapat ¢
digizes oigh Perangkst Daerah [l
APBN, APRD Propirs, APED Kabupaten, DEHCHT|
araupun (5]

W [PENUTUP
Catstsn penting yard pefiu mentaper perhatian
spabila etersediszsn angfaran  Gdak  sesual
htﬂ'hlﬂumhlﬂ
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